PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO KELAS II

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA AGGARAN
NOMOR : W7-A6/850/KU.01/5/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA)
TAHUN ANGGARAN 2023
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Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
negara tahun anggaran 2023 di Pengadilan Agama Mukomuko Kelas Il dipandang
perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran (DIPA);

Bahwa nama yang tercantum dalam kolom 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam
kolom 5 (lima) pada lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu
untuk melaksanakan tugas tersebut.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Peralihan
Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dalam Lingkungan Peradilan
Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah
Agung RI;

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan yang Berada Dibawahnya;
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12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah
Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terhutang;

14. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
RI;

15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;

16. Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 tentang
Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara;

17. Keputusan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor:
63/PA/SKIXI/2021  tentang  Penunjukan  Pejabat Kuasa  Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun
2022 dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama

Mukomuko Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2023 tangal 30 November 2022 dan SP DIPA
- 005.04.2.403404/2023 tanggal 30 November 2022

MEMUTUSKAN

. KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA

MUKOMUKO KELAS Il TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENGADILAN
AGAMA MUKOMUKO KELAS Il TAHUN ANGGARAN 2023,

: Mencabut surat keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Mukomuko

Nomor W7-A6/83/KU.01/1/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukan dan
Pengangkatan Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada
Pengadilan Agama Mukomuko Kelas Il Tahun Anggaran 2023,

¢ Menunjuk dan mengangkat kembali yang namanya tercantum dalam lampiran surat

keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas Il Tahun Anggaran 2023;

. Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan

wewenang sebagai berikut :

a. Membuat/ menerbitkan dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang
Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang
Persediaan (SPP-GUP), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang
Persediaan (SPP-TUP), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS);

b. Menandatangani dan mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara
Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani anggaran sesuai ketentuan yang
berlaku;

c. Menandatangani administrasi pembukuan bendahara;

d. Menandatangani berita acara rekonsiliasi sistem akuntansi instansi;
Menandatangani Surat Keputusan tentang lembur/honor/ivakasi, surat perintah
tugas serta surat perintah perjalanan dinas;
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Melakukan pemeriksaan kas terhadap bendahara pengeluaran sekurang-kurangnya
1 (satu) bulan sekali dalam 1 (satu) tahun anggaran;

Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih;
Menandatangani surat-surat bukti mengenai hak penagih;

Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan dengan pelaksanaan kegiatan;
Membebankan pengeluaran sesuai mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan
dan memerintahkan pembayaran atas beban APBN;

. Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Penerbit Surat Perintah

Membayar (SPM) mempunyai tugas dan wewenang :

a.
b.
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Pejabat Penerima Honor Pengelola Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun
anggaran 2023 adalah Kuasa Pengguna Anggara/Pengguna Barang (Sekretaris), Pejabat
Penanggung Jawab Kegiatan/Pembuat Komitmen (APKAPBN), Pejabat Penguji Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) /Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
(SPM) (Kasubbag Umum dan Keuangan), Bendahara Pengeluaran (Staf Subbag Umum

Menguiji kebenaran SPP atau beserta dokumen pendukung;

Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;

Menerbitkan SPM;

Menyimpan dan menjaga keutuhan semua dokumen hak tagih;

Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan
pengujian dan perintah pembayaran;

: Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut :
a.

Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang/surat berharga
dalam pengelolaannya;

Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;

Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan;

Melakukan pemotongan/ pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang
dilakukannya;

Menyetorkan pemotongan/ pemungutan kewajiban kepada negara ke Kas Negara;
Mengelola rekening tempat penyimpanan uang persediaan;

Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa
BUN;

. Bendahara Penerimaan mempunyai tugas sebagai berikut :
a.

Menerima, Menyimpan, Menyetorkan, Menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan
APBN pada kantor/ Satuan Kerja Kementerian / Lembaga

Mengelola rekening tempat penerimaan negara (PNBP)

Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada KPPN selaku Kuasa
BUN;

dan Keuangan) dan Bendahara Penerimaan (Staf Panitera Muda Gugatan);

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada
Daftar Isian Pelaksanaan Aggaran (DIPA) Pengadilan Agama Mukomuko Kelas Il Tahun
Anggaran 2023 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401939/2023 tangal 30 November 2022 dan SP
DIPA - 005.04.2.403404/2023 tanggal 30 November 2022.



KESEMBILAN

. Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa

apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah
kembali sebagaimana mestinya.

DRG : Mukomuko
ahddal 29 Mei 2023
NEGUNA ANGGARAN,

N\ NIR.-19800330 201101 1 007

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth :
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Sekretaris Mahkamah Agung RI;

Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

Ketua Pengadilan Agama Mukomuko Kelas Il;

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Bengkulu;
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Mukomuko.



Lampiran

Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran

Pengadilan Agama Mukomuko Kelas I

Nomor

: W7-A6/850/KU.01/5/2023

Tanggal : 29 Mei 2023

PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) TAHUN ANGGARAN 2023

NIP. 19980727 202203 2 010

JABATAN DALAM SURAT SPECIMEN TANDA
NO NAMA / NIP PANGKAT/ GOL. RUANG JABATAN DALAM DINAS KEPUTUSAN TANGAN
1 2 3 4 5

1 | EKOYULIANTO, SH. Penata Muda Tk I (IIl/b) Analis Pengelolaan Keuangan Pejabat Pembuat Komitmen

NIP. 19850709 200604 1 003 APBN Ahli Pertama
2 ARIE VIRGIADI HAJAR, S.H Penata Muda Tk | (1ll/b) Kasubbag Umum dan Keuangan Pejabat Penguiji Tagihan dan

NIP. 19880902 201903 1 005 Penandatangan SPM
3 ANGGI DWI MUNANDAR, S.H. Penata Muda (lll/a) Analis Perkara Peradilan Bendahara Penerimaan

NIP. 19930715 202012 1 008
4 SULISTIANA, A.Md Penngatur (llfc) Pengelola Perkara Bendahara Pengeluaran




